
sebagaimana 
di alas, perlu 
Penataan dan 
dalam wilayah 

a. bahwa berdasarkan Peraturan Bersarna Mcnteri 
Pendidikan Nasional Nomor 05/X/PB/2011, Menteri 
Negara Pendayagunaan Aparatur Sipil Negera dan 
Reformasi Birokrasi Nomor SPB/03/M.PAN 
RB/ 10/2011, Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 
20.l l, Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.01/2011 dan 
Menteri Agama Nomor I I Tahun 20 I I tertanggal 3 
Oktober 2011 yang diundangkan dalarn Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 201 l Nomor 610 tcntang 
Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil, 
memberikan penegasan kepada Bupati/Walikota untuk 
mengkoordinasikan dan memfasilitasi sesuai dengan 
Peraturan Bersama dimaksud; 

b. bahwa untuk rnenjarnin pcmerataan Guru antarsatuan 
pcndidikan, antarjenjang dan antarjenis pendidikan 
dalam wilayah Kabupaten Konawe dalam mewujudkan 
peningkatan dan pernerataan rnutu pendidikan formal 
sccara Nasional dan pencapaian tujuan Pcndidikan 
Nasional, Guru Pegawai Negeri Sipil dapat 
dipindahtugaskan pada Satuan Pendidikan di 
Kabupatcn/Kota dan Provinsi lain; 

c. bahwa bcrdasarkan pertimbangan 
dirnaksud pada huruf a dan huruf b 
ditctapkan Pcraturan Bupati t.cntang 
Pernerataan Guru Pegawai Negeri Sipil 
Kabupatcn Konawc. 

BUPATI KONAWE, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL 
DALAM WILAYAH KABUPATEN KONAWE 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI KONAWE 
NOMOR ~ATAHUN 2016 

/ 

BUPATI KONAWE 
PROVINSISULAWESITENGGARA 
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l. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembcntukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nom01· 78, Tambahan Lernbaran 
Negara Repub!ik Indonesia Nornor 4301); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4586); 

5. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pernbentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tarnbahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

8. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemcrintahan Dacrah [Lernbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana 
tclah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kcdua 
atas Undang-undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Dacrah (Lcmbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5589); 

Mengingat 
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9. Pcraturan Perncrintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang 
Formasi Pegawai Ncgeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4015), Sebagaimana 
tclah diubah dengan Peraturan Pemcrintah Nornor 54 
Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 122, Tarnbahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4332); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Wcwcnang Pcngangkat.an, Pemindahan dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lernbaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), 
Scbagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Pernerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang 
Perubahan Nama Kabupaten Kendari Mcnjadi 
Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 103); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pernbagian Urusan Pernerintahan antara Pernerintah, 
Pcrncrintah Dacrah Provinsi dan Pernerintahan Daerah 
Kabupaten/Kot.a (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

I~. Pcraruran Pernerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang 
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nornor 194, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4941); 

14. Pera tu ran Pemerintah Nomor 17 Tahun 20 IO ten tang 
Pengclolaan dan Penyelenggaran Pcndidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 23, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5105), Sebagaimana telah diubah dengan Perturan 
Pernerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor I 12, Tarnbahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 

15. Pcraruran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pernerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tcntang Standar 
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nornor 71, Tarnbahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 54 l OJ; 
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Dalam Peraturan Bupati Konawe ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Konawe. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe. 
3. Bupati adalah Bupati Konawe. 
4. Dewan Pcrwakilan Rakyat Dacrah yang sclanjutnya disingkat dengan 

DPRD, adalah Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe. 
5. Dinas Pcndidikan adalah Dinas Pcndidikan Kabupaten Konawe. 
6. Kcmcnlerian Agama adalah Kcmentcrian Agama Kabupatcn Konawc. 
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe. 
8. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mcngarahkan, melatih, menilai dan 
mengevaluasi peserta didik pada pcndidikan anak usia dini jalur 
pcndidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 

9. Guru Pegawai Ncgeri Sipil yang sclanjutnya disebut guru PNS adalah 
guru yang bersratus sebagai pegawai negeri sipil. 

10. Penataan Guru PNS adalah proses penugasan guru antarsatuan 
pendidikan, antarjenjang, antarjcnis pcndidikan, antarkabupaten/kota 
dan antarprovinsi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang 
berdampak pada perubahan satuan administrasi pangkal yang 
bersangkutan. 

11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang 
menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam 
setiap jcnjang dan jenis pcndidikan. 

Pasal 1 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Menet.apkan PERATURAN BUPATI KONAWE TENTANG PENATAAN 
DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL 
DALAM WILAYAH KABUPATEN KONAWE 

MEMUTUSKAN 

16. Peraturan Daerah Kabupatcn Konawc Nomor 12 Tahun 
2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kcrja 
Lcrnbaga Teknis Daerah [Lernbaran Daerah Tahun 2007 
Nomor 46): 

17.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 
2010 t.cntang Norma, Standar, prosedur, dan Kritcria di 
Bidang Pendidikan. 
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(l) Bupati scsuai dcngan kewenangannya membuat perencanaan 
penataan dan pemerataan Guru PNS ant.arsatuan pendidikan, 
antarjenjang dan antarjenis pendidikan di wilayah kerjanya. 

(2) Pelaksanaan Penataan dan Pemerataan guru PNS mengacu pada 
Pera tu ran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahuri 20 IO tcntang 
Norma, Standar, Prosedur dan Kriteri.a di Bidang Pendidikan. 

(3) Perencanaan kebutuhan Guru pada TK/TKLB, SD/SDLB, 
SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK, dilakukan oleh Pejabat Pembina 
Kepegawaian Kabupaten sesuai dengan kewenangannya. 

Pasal 3 

BAB Ill 
KEBIJAKA.N PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU 

Ruang Lingkup Guru PNS yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini 
adalah Guru kelas, Guru mat.a pclajaran, Guru Bimbingan 
Konseling/Konselor pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak/Taman 
Kanak-Kanak luar biasa/RaudhatuJ Athfal/Bustanul Athfal, Sekolah 
Dasar/Sekolah Dasar luar biasa/Madrasah lbtidaiyah, Sekolah Menengah 
Pertama/Sekolah Menegah Pertama Luar Biasa/Madrasah Tsanawiyah, 
Sekolah Mencngah Atas/Sekolah Mcnengah Atas luar biasa/Sekolah 
Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan dan bentuk lain yang 
sederajat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 
Kon awe. 

Pasal 2 

BABU 
RUANG LINGKUP 

12. Taman Kanak-Kanak/Taman Kanak-Kanak Luar biasa/Raudhatul 
Atfhal/Bustanul Athfal a tau yang selanjutnya disingkat 
TK/TKLB/RA/BA. 

13. Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/ Madrasah Ibtidaiya atau 
yang selanjutnya disingkat SD/SDLBjMI. 

14. Sekolah Menengah Pertama/Sckolah Menengah Pertarna Luar 
Biasa/ Madrasah Tsanawiyah at.au yang sclanjutnya disingkat 
SMP/SMPLB/MTsN. 

15. Sekolah Menengah Atas/Sekolah Mcncgah Atas Luar Biasa/Madrasah 
Aliyah atau yang sclanjutnya disingkat SMA/SMALB/MA. 

16. Sekolah Mencngah Kejuruan at.au yang selanjutnya disingkat SMK. 
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(l) Bupati bertanggung jawab dan wajib melakukan pcnataan dan 
pemcrataan Guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjcnjang, dan 
antarjenis pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah Kabupaten yang kelebihan dan kekurangan Guru PNS. 

(2) Bupati mengkoordinasikan dan mernfasilitasi pemindahan Guru PNS 
untuk penataan dan pernerataan Guru PNS antarsatuan pendidikan, 
antarjenjang dan antarjenis pcndidikan diwilayah kerjanya sesuai 
dengan kewenangannya. 

(3) Penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, 
antarjenjang dan antarjenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan pada analisis kebutuhan dan 
persediaan Guru sesuai dengan kebijakan standardisasi teknis yang 
ditetapkan oleh Mcnteri Pendidikan Nasional. 

(4) Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun 
dalam suatu format laporan yang dikirirnkan kepada Menteri 
Pendidikan Nasional dan Menteri Agama sesuai dengan 
kewenangannya masing-rnasing dan diteruskan ke Menteri Dalam 
Negeri, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan 
Reformasi Birokrasi dan Menteri Kcuangan. 

Pasa14 

BAB IV 
KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN 

(4) Penataan dan Pemerataan Guru PNS dilakukan apabila Pemcrintah 
Dacrah tclah melakukan perencanaan kebutuhan dan analisis 
optimalisasi Guru pada Tingkat Kabupat.en. 

(5) Guru PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pernerintah 
Daerah dapat dipindaht:ugaskan antarsat.uan pendidikan, 
antar.Jcnjang, antarjenis pcndidikan, antarkabupaten/kota dan 
antarProvinsi. 

(6) Kernenteriaan Pendidikan dan Kebudayaan mcngkoordinaskaian dan 
mernfasilitasi pemindahan Guru PNS TK/TKLB, SD/SDLB, 
SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK untuk penataan dan Pcmerataan 
Guru antarProvinsi. 

(7) Pcmindahan Guru PNS adalah proses penugasan Guru antarsatuan 
pendidikan, antarjenjang, antarjenis pendidikan, antarkabupaten/ kota 
dan ant:arprovinsi dalarn rangka pcningkat.an mutu pcndidikan yang 
bcrdampak pada pcrubahan satuan adrninistrasi pangkal yang 
bersangkutan. 

(8) Kekurangan Guru adalah kondisi dimana jurnlah Guru yang ada lebih V 
sedikit dari yang dibutuhkan. 

(9) Kelebihan Guru adalah kondisi dimana jurnlah guru yang ada Iebih V 
banyak dari yang dibutuhkan. 
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(1) Bupati membuat usulan pcrencanaan penataan dan pemerataan Guru 
PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang dan antarjenis pcndidikan 
di wilayahnya dan menyampaikannya kepada Gubemur paling lambat 
Bulan Februari tahun berjalan. 

Pasal 7 

BABVII 
PELAPORAN PENATAAN DAN PEMERATAAN 

Pasal 6 
(I) Pendanaan penataan dan pernerataan Guru PNS antarsatuan 

pendidikan, antarjenjang, antarjenis pendidikan atau antarprovinsi 
pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah 
dibebankan pada APBN sesuai dengan mckanismc yang berlaku. 

(2) Pendanaan penataan dan pernerataan guru PNS antarsatuan 
pendidikan, antarjenjang, antarjenis pendidikan Kabupaten pada 
satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten 
dibebankan pada APBD Kabupaten sesuai dengan mekanisme yang 
berlaku. 

BABVI 
PENDANAAN 

( l) Pembinaan dan pengawasan pcnyclenggaraan pcnataan dan 
pernerataan Guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang dan 
antarjenis pendidikan secara teknis di pernerintah Kabupatcn 
dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan nasionaJ. 

(2) Pernbinaan dan pcngawasan pcnyelenggaraan penataan dan 
pemerataan Guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang dan 
antarjenis pendidikan secara umum diJaksanakan oleh Menteri Dalarn 
Negeri. 

(3) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan 
pernerataan Guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang dan 
antarjenis pendidikan pada satuan pendidikan yang diselengggarakan 
oleh Pemerintah di lingkungan Kementerian Agarna dilaksanakan oleh 
Kementerian Agama. 

(4) Pcmbinaan dan pengawasan pcnyclenggaraan penat.aan dan 
pemerat.aan Guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang dan 
antarjenis pendidikan antara Pernerintah Kabupaten/Kota 
dilaksanakan oleh Gubemur. 

Pasal 5 

BABV 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
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BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2016 NOMOR ~18 · A 

2016 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Konawe. 

Peraturan ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 10 

BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 




